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RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Nama Unit : CV. TAMASA
Manajemen
2. Kegiatan VLK : Sertifikasi Legalitas Kayu
3. Lingkup Sertifikasi : VLK pada sisa kayu bulat hasil produksi IPK An.

CV. Tamasa Tahun 2013 berdasarkan Berita
Acara Pemeriksaan (BAP) Stock Opname
tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat oleh Tim
Pemeriksa dari Dinas Pertanian Kehutanan
Perkebunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Pulau Taliabu

4. Pelaksanaan Audit : 28 Januari — 05 Februari 2015
Lapangan
5. Standar Audit yang : Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No. P.14/VI-
Digunakan BPPHH/ 2014 tentang Standar VLK pada
Pemegang IPK
6. Tim Audit : Suseno Djoko Suhendro, S.Hut (Auditor)
7. Pengambil Keputusan Ir. Kurnia
8. MR Auditee : Pahala Simbolon

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA
LVLK-010-IDN
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A. PROFIL LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1.

2.

Nama LVLK

Alamat

Nomor Akredirasi KAN

Keputusan Menteri Kehutanan :

Penanggung Jawab

B. PROFIL AUDITEE

o=

Nama Unit Manajemen
Alamat

Telp/Fax

Izin Usaha

Pengurus Perusahaan

PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
JI. Kesuma Bangsa No.80 Samarinda. 75121

LVLK-010-IDN
Masa berlaku 27/09/2012 — 26/09/2016

No. SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012
Tanggal 05 November 2012

Ir. Kurnia

CV. TAMASA
Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu

a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pulau Taliabu No.: 03/KPTS-
02/PT/IX/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Pengesahan Buku
Bagan Kerja dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada APL Desa Bahu
An. CV. Tamasa.

b. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No.: 01/RIK-SO/2014 Tanggal 20

Oktober 2014 tentang Stock Opname pada IPK HR APL Desa

Bahu, yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Dinas Pertanian Kehutanan

Perkebunan Kelautan dan Perikanan Kab.Pulau Taliabu.

Zainal MUS, S.E

b. Suklie

o
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RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

C. KEGIATAN AUDIT LAPANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

C.1. TAHAP : PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN

NO. KEGIATAN TEMPAT DAN KETERANGAN
WAKTU
1. Perjalanan Auditor 28 - 30 Januari 2015 | Jakarta — Luwuk — Banggai - Desa Bahu
menuju Lokasi Audit Kepulauan Taliabu
2. Pertemuan Pembukaan Desa Bahu Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang
31 Januari 2015 lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur

verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau
surat tugas Manajemen Representatif.

Presentasi singkat profile Auditee

3. Verifikasi Dokumen dan Desa Bahu a. Mengumpulkan, mempelajari dan
Observasi lapangan 31 Januari — 02 menganalisa data dan dokumen;
Februari b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik,
2015 wawancara dan penelusuran serta analisisnya
(mengacu pada Lampiran 2.4.Perdirjen Nomor
P.14/VI-BPPHH/2014)
4, Pertemuan Penutupan Desa Bahu a. Pemaparan hasil verifikasi dan penyampaian
02 Februari 2015 hasil kesimpulan sementara;

b. Penyampaian dan konfirmasi hasil temuan di
lapangan dan hal-hal yang masih perlu
ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen
dan kekurangan lainnya.

o. Perjalanan Auditor menuju 03 - 05 Februari Desa Bahu — Banggai - Luwuk - Jakarta
Jakarta (Pulang) 2015

C.2. TAHAP : PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

- Tempat dan Waktu
- Kesimpulan

: Samarinda, 24 Februari 2015

1. Kayu bulat sisa produksi IPK Tahun 2013 CV. TAMASA yang berada Logpond Tanjung Batu di Desa Bahu
Kec. Taliabu Selatan, Kep. Sula, dinilai telah MEMENUHI standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran
2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK.

2. Dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 1 (satu) Tahun.

Hal 3 dari 8
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D. RESUME HASIL PENILAIAN KESESUAIAN STANDAR LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1. . lzin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu
Kriteria 1.1. : lzin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-

kehutanan yang tidak mengubah status hutan.

Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di

kawasan hutan produksi

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 ] 1.1.1.a.ILS/IPK pada areal N/A | CV. Tamasa tidak melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal
pinjam pakai pinjam pakai
2 | 1.1.1.b. Peta lampiran N/A | CV. Tamasa tidak melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal
ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai
pinjam pakai (dilampiri izin
pinjam pakai dan petanya)
Kriteria 1.2. : lzin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan

Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3 | 1.21.a lzin HTHR N/A | CV. Tamasa tidak melakukan pemanfaatan kayu untuk Hutan Tanaman
Hasil Reboisasi (HTHR)

4 | 1.2.1.b. Peta lampiiran N/A | CV. Tamasa tidak melakukan pemanfaatan kayu untuk Hutan Tanaman
HTHR Hasil Reboisasi (HTHR)

Kriteria 1.3. :  lzin Pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang
mengubah status hutan.

Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yag dilepaskan untuk peruntukan kegiatan
non kehutanan.

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

5 | 1.3.1.a. Izin usaha dan N/A | CV. Tamasa tidak melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal
lampiran petanya (bagi kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non
pemegang IPK sama kehutanan
dengan pemegang izin
usaha)

6 | 1.3.1.b. Izin usaha dan N/A | CV. Tamasa tidak melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal
lampiran petanya (bagi kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non
pemegang IPK yang kehutanan
berbeda dengan pemegang
izin usaha)

7 | 1.3.1.c. IPK pada areal yang N/A | CV. Tamasa tidak melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal
dilepaskan kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non

kehutanan

8 | 1.3.1.d. Peta lampiran N/A | CV. Tamasa tidak melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal
IPK kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non

kehutanan

9 | 1.3.1.e. Dokumen sah N/A | CV. Tamasa tidak melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal
memuat perubahan status kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non
kawasan (bagi pemegang kehutanan
IPK sama dengan emegang
izin usaha)
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Indikator 1.3.2. :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

10 | 1.3.2.a. IPK pada areal yang N/A | CV. Tamasa tidak melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu pada
dilepaskan kawasan hutan

11 | 1.3.2.b. Peta lampiran N/A | CV. Tamasa tidak melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu pada
IPK kawasan hutan

Kriteria 1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator1.4.1.

Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
12 | 1.4.1.a. Dokumen Rencana M |- CV. Tamasa memiliki izin pemanfaatan kayu Tahun 2013
IPK/ILS (survey potensi) berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Taliabu No.: 03/KPTS-
02/PT/1X/2013 tanggal 27 September 2013 seluas 800 Ha di Desa
Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kepulauan Taliabu.
- Lingkup audit VLK dilakukan pada sisa kayu bulat hasil produksi IPK
CV. Tamasa Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara (BAP) Stock
Opname tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa
dari Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pulau Taliabu, yang berada di Logpond Tanjung Batu
Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kepulauan Sula.
13 | 1.4.1.b. Izin usaha dan N/A | IPK CV. Tamasa berada pada APL untuk usaha Hutan Rakyat.
lampiran petanya (bagi
pemegang IPK sama dengan
pemegang izin usaha)
14 | 1.4.1.c. Izin usaha dan N/A | SKIPK dilengkapi dengan Peta Lokasi IPK yang telah disahkan.
lampiran petanya (bagi
pemegang IPK berbeda
dengan pemegang izin
usaha)
15 | 1.4.1.d. IPK pada APL N/A | Verifikasi dilakukan di Logpond Tanjung Batu CV. Tamasa di Desa
Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kepulauan Sula yang merupakan
lokasi stock kayu bulat hasil IPK Tahun 2013.
16 | 1.4.1.e. Peta lampiran IPK N/A | Lokasi Logpond sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Stock
Opname tanggal 20 Oktober 2014.

Indikator 1.4.2. :

IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
17 | 1.4.2.a. IPK pada APL N/A | IPK An. CV. Tamasa berada pada APL
18 | 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A | IPK An. CV. Tamasa berada pada APL
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PRINSIP 2.
Kriteria 2.1. :
Indikator 2.1.1. :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kesesuaian dengan system dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS
IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan

NO

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

19

2.1.1. Dokumen rencana
penebangan IPK/ILS

N/A

Verifikasi dilakukan terhadap stock kayu bulat berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) Stock Opname tanggal 20 Oktober 2014, yang
merupakan sisa hasil produksi IPK Tahun 2013.

Indikator 2.1.2. :

Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak

keabsahannya
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
20 | 2.1.2.a.Dokumen potensi N/A | Verifikasi dilakukan terhadap stock kayu bulat berdasarkan Berita Acara
tegakan pada areal kerja Pemeriksaan (BAP) Stock Opname tanggal 20 Oktober 2014, yang
merupakan sisa hasil produksi IPK Tahun 2013.
21 | 2.1.2.b. Dokumen produksi M Kayu bulat hasil produksi IPK termasuk stock kayu yang ada di Log
kayu (LHP) Pond telah terdokumentasikan dalam bentuk LHP yang telah dibuat dan
disahkan.
Kriteria 2.2. :  Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah & keabsahan pengangkutan kayu.
Indikator 2.2.1. : Pemegangizinmampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
22 | 2.2.1.a. Dokumen SPP M Selama periode tahun 2014, ditemukan dokumen SPP DR dan/atau
(Surat Perintah PSDH serta PNT yang telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih dengan
Pembayaran) DR dan/atau rincian sebagai berikut :
PSDH telah diterbitkan e SPP DR KB (LHP-KB Februari 2014) = US$ 8.773,400
e SPP PSDH KB (LHP-KB Februari 2014) = Rp 327.871.320
e SPP DR KBS (LHP-KBS April 2014) = US$ 8.136,634
e SPP PSDH KBS (LHP-KBS April 2014) = Rp. 295.718.640
e SPP DR KB (LHP-KB Juni 2014) = US$ 11.332,35
e SPP PSDH KB (LHP-KB Juni 2014) = Rp. 40.968.720
e SPP PSDH KB (LHP-KB Agustus 2014) = Rp.179.764.560
e SPP DR KB (LHP-KBS Agustus 2014) = US$ 49.518,45
e SPP DR KB (LHP-KBS Oktober 2014) = Rp. 82.449,82
e SPP PSDH KB (LHP-KBS Oktober 2014) = Rp. 147.448.920
e SPP PSDH KB (LHP-KBS November 2014) = Rp. 150.582.840
23 | 2.2.1.b. Bukti setor DR M Atas SPP yang telah diterbitkan, PT Nunukan Bara Sukses telah

dan/atau PSDH

melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH, serta PNT dengan rincian
sebagai berikut :

o Bukti Setor KB (Februari) = US$ 8.773,400

o Bukti Setor KB (Februari) = Rp 327.871.320

e Bukti Setor KBS (April) = US$ 8.136,634

e Bukti Setor KBS (April) = Rp. 295.718.640

o Bukti Setor KB (Juni) = US$ 11.332,35

o Bukti Setor KB (Juni) = Rp. 40.968.720

o Bukti Setor KB (Agustus) = Rp.179.764.560

e Bukti Setor KB (Agustus) = US$ 49.518,45

e Bukti Setor KB (Oktober) = Rp. 82.449,82

o Bukti Setor KB (Oktober) = Rp. 147.448.920

o Bukti Setor KB (November) = Rp. 150.582.840

—~ —~ —~ —~ —~
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NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

24 | 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR M CV. Tamasa telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH, serta
dan PSDH atas kayu hutan PNT dengan nilai yang sesuai dengan tarif yang tercantum dalam SPP
alam (termasuk hasil yang diterbitkan, dengan rincian sebagai berikut:
kegiatan penyiapan lahan e DR KB Meranti = US$ 16,50
untuk pembangunan hutan e DRKBRC = US$ 13,50
tanaman) dan kesesuaian o DR KBS Meranti = US$ 16,00
tariff PSDH untuk kayu hutan e DRKBSRC =US$ 13,00
tanaman e PSDH KB Meranti = Rp. 60.000 / 76.000

e PSDH KB RC = Rp. 36.000 / 45.000

e PSDH KBS Meranti = Rp. 60.000 / 73.000
e PSDH KBS RC = Rp. 36.000 / 43.000

e PNT KB Meranti = Rp. 397.250

e PNT KB RC =Rp. 141.250

e PNT KBS Meranti = Rp. 376.000

e PNT KBS RC = Rp. 129.000

Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

25 | 2.2.2.a.FAKB dan DKB M FAKB yang diterbitkan telah dilengkapi dengan DKB sesuai dengan
untuk KBK diterbitkan sesuai ketentuan.
ketentuan.

26 | 2.2.2.b. SKSKB dan DKB M SKSKB yang diterbitkan telah dilengkapi dengan DKB sesuai dengan
untuk KB ketentuan.

Kriteria 2.3. :  Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

27 | 2.3.1. Tanda V-Legal yang N/A | IPK CV. Tamasa Tahun 2013 belum tersertifikasi VLK.
dibubuhkan sesuai
ketentuan

PRINSIP 3. :  Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

Kriteria 3.1. :  Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

28 | 3.1.1.a.Implementasi M CV. Tamasa telah menyusun Standard Operational Prosedure (SOP)
prosedur K3 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan terbukti telah

diimplementasikan di lapangan.

29 | 3.1.1.b. Ketersediaan M CV. Tamasa telah memiliki beberapa peralatan K3 seperti APAR (alat
peralatan K3 seperti Alat pemadam api ringan) dan pelindung diri seperti helm, masker, sarung
Pemadam Api Ringan tangan, kotak P3K dan beberapa peralatan penanggulangan kebakaran
(APAR), Alat Pelindung Diri hutan.

(APD)

30 | 3.1.1.c. Catatan kecelakaan M CV. Tamasa telah menyusun Laporan Kecelakaan Kerja periode tahun

kerja 2014. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa selama periode
tahun 2014 telah terjadi 7 (tujuh) kali kecelakaan kerja namun telah
dilakukan diagnosa penyebab kecelakaan dan penanggulangan
terhadap korban kecelakaan.
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RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kriteria 3.2. : Pemenuhan standar umur tenaga kerja

Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

31 | 3.2.1. Tidak ada pekerja M Berdasarkan verifikasi terhadap daftar karyawan dan wawancara

yang masih di bawah umur

dengan beberapa karyawan diketahui bahwa CV. Tamasa tidak
mempekerjakan anak di bawah umur.

Keterangan :

M
™
N/A

Memenuhi

Tidak Memenuhi
Not Applicable

Hal 8 dari 8
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KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA
Nomor : 017 /LVLK/KEP.Sertifikasi/TMS/11/2015

Tentang

Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu
pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. TAMASA

Direktur Utama LVLK PT. Trustindo Prima Karya.

MENIMBANG

1. Laporan Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK CV. TAMASA dari Tim Audit berdasarkan
hasil audit lapangan tanggal 28 Januari - 05 Februari 2015.

2. Kesimpulan Pengambil Keputusan LVLK PT. Trustindo Prima Karya berdasarkan rapat
pembahasan pengambilan keputusan sertifikasi untuk IPK CV. TAMASA tanggal 24 Februari
2015.

MENGINGAT

1. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-1I/2014 Jo. No. P.95/Menhut-1I/2014
tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 ]Jo.
No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

3. Manual Sistem Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu LVLK PT. Trustindo Prima Karya beserta
Prosedur Sistem Sertifikasi terkaitnya.

-
Memperhatikan ’k ........
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MEMPERHATIKAN

1. Surat keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Pulau Taliabu No.: 03/KPTS-02/PT/IX/2013 tanggal 27 September
2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) Desa Bahu
atas nama CV. TAMASA.

2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Tim Pemeriksa Dinas Pertanian Kehutanan
Perkebunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Taliabu tentang Stock Opname pada
IPK Hutan Rakyat (HR) Area Penggunaan Lain (APL) Desa Bahu No.: 01/RIK-SO/2014
Tanggal 20 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :

1. Kayu bulat sisa produksi IPK Tahun 2013 CV. TAMASA yang berada Logpond Tanjung
Batu di Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kepulauan Sula dinilai telah MEMENUHI
standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
pada Pemegang IPK.

2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV. TAMASA dengan ketentuan sebagai
berikut :

- Nomor S-LK : 087.SVLK.010-IDN.02.15

- Tanggal penetapanawal  : 24 Februari 2015

- Berlaku hingga : 23 Februari 2016

- Lingkup Sertifikasi : VLK pada Sisa Kayu Bulat (Stock Opname) Hasil

Produksi IPK CV. Tamasa pada Areal Penggunaan Lain
(APL) Tahun 2013 di Desa Bahu Kecamatan Taliabu
Selatan Kabupaten Pulau Taliabu.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tapggal , : 25 Februari 2015

LVLK WINDO PRIMA KARYA
—
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